BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil temuan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum memenuhi keenam variabel yang
dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Masih ada beberapa variabel yang tidak
dijalankan oleh implementor secara baik. Seperti belum terlaksananya kebijakan
sesuai prosedur yang telah ditetapkan, terdapatnya implementor yang tidak dapat
melaksanakan kegiatan terkait kebijakan, belum terbangunnya koordinasi yang baik
antar organisasi pelaksana, pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik
serta kurangnya pemahaman implementor terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
Adapun rekomendasi dari peneliti untuk kebijakan ini adalah diperlukannya
ketegasan dari implementor untuk menjalankan peraturan yang telah di tetapkan
sebagai peraturan kota dan diharapkan kerjasama antara OPD yang lain agar

peraturan ini dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, dilakukannya pembenahan tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang untuk kemajuan Kota Padang dan dalam mencapai visi dan misi

yan telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

Bedasarkan uraian hasil penelitian wawancara peneliti dengan informan dan
dokumentasi peneliti terkait implementasi Kebijakan penataan ruang disepanjang

kawasan Pantai Padang, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan



model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan implementasi Kebijakan Penataan Ruang disepanjang kawasan Pantai Padang
sudah tercapai namun belum maksimal dibuktikan dengan Kinerja implementasi
kebijakan penataan ruang disepanjang kawasan Pantai Padang oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara umum sudah berjalan dengan baik, implementor sudah melaksanakan
kegiatan bedasarkan pemahaman mereka terhadap standar dan sasaran dari Kebijakan
Penataan Ruang disepanjang Kawasan Pantai Padang. Namun yang menjadi kendala
pada kelompok sasaran di beberapa titik permukiman masih ada warya yang tinggal
dan tidak mau berpindah dilokasi-lokasi yang dilarang, padahal sudah ada peraturan
tentang kawasan permukiman, ini akan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan

kebijakan penataan ruang disepanjang kawasan Pantai Padang.

2. Sumberdaya

Pada variabel sumberdaya khususnya sumberdaya manusia sudah mencukupi
untuk melakukan kegiatan Kebijakan Penataan Ruang disepanjang kawasan Pantai
Padang, dikarenakan secara kuantitas dan kualitas dari sumberdaya manusianya
sudah memadai untuk menjalankan Kebijakan Penataan Ruang disepanjang Kawasan
Pantai Padang. Namun anggaran yang ada untuk saat ini kurang mendukung dalam
keberlanjutan Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang Kota Padang baik itu dari

implementor maupun kelompok sasaran.



3. Hubungan antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator koordinasi sudah bisa
dikatakan berjalan baik, dan pada indikator komunikasi juga berjalan baik. Karena

belum ditemukan suatu kendala yang menghambat komunikasi maupun koordinasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel karakteristik agen pelaksana tidak ditemui kendala yang begitu
penting, indikator norma-norma masih berlakunya aturan yang diterapkan pada
implementor dan masih berlakunya sanksi ketika ada yang melanggar aturan tersebut
membuat kinerja implementor menjadi baik. Selain itu pada indikator struktur
organisasi yang cukup baik karena memiliki Komitmen yang baik dalam

mengimplementasikan kebijakan sehingga mudah dilakukan pengendalian.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik masih ditemukannya beberapa
kendala antara lain: adanya sikap dari kelompok sasaran yang masih belum sadar
dengan aturan yang ada dan telah ditetapkan.. Dan yang menjadi masalah utama
adalah para warga yang enggan pindah ini menggantungkan diri nya berjualan
dikawasan wisata Pantai Padang, yang mana mereka berjualan untuk memenuhi

kebutuhan mereka sehari-hari.

6. Sikap Pelaksana



Dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana atau implementor pada kebijakan
Penataan Ruang ini sudah baik, dimana implementor sangat memahami dan
berkomitmen akan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan yang tertulis agar
menjadikan Kota Padang yang sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, terlihat dari beberapa yang implementor kerjakan.

6.2 SARAN

Dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kebijakan Penataan Ruang di
Kota Padang dalam Kerangka Mitigasi Bencana di Kawasan Pantai Padang, peneliti
mengemukakan beberapa saran kepada implementor atau instansi yang terlibat untuk

dipertimbangkan antara lain:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu melakukan peninjauan
terhadap OPD yang terlibat pada teknis pelaksanaan kebijakan penataan
ruang agar terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan kebijakan penataan
ruang dalam kerangka mitigasi bencana.

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang membutuhkan
sosialisasi yang lebih banyak lagi agar Peraturan Daerah Nomor 4 tahun
2012 dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

3) Perlunya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan khusus bagi OPD
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga arah pelaksanaan
kebijakan dapat dibangun lebih baik lagi dan diketahui oleh setiap

implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.



4)

5)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang hendaknya
mampu meningkatkan pemahaman kelompok sasaran, bahwasanya
pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Padang untuk menata ruang Kota Padang sesuali
dengan peraturan yang ada.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang hendaknya
mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran para warga yang
bermukim disepanjang kawasan pantai Padang agar tidak lagi membangun
rumah pada kawasan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan yang

ada.



